GURBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 448 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK
TIMUR BARU DI KELURAHAN CILINCING DAN KELURAHAN MARUNDA,
KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah

1.

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk
kepentingan umum,

bahwa untuk mecnindaklanjuti surat Direktur PT Pelabuhan
Indonesia (Persero) tanggal 23 Meil 2023 Nomor KU.02.08/23/
5/1/IMPT/INVS/PLND-23 Hal Permohonan Penetapan Lokasi
Pembangunan NPEA, sesuai Berita Acara Kesepakatan Lokasi
Pembangunan Nomor 490/KR.04.02 dan berdasarkan hasil
kesepakatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh
Tim Persiapan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan lokasi
untuk pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur
Baru di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda,
Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Lokast Pembangunan Akses
Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru di Kelurahan Cilincing
dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi
Jakarta Utara;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);




Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6631);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tabun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan.:

N

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK TIMUR
BARU DI KELURAHAN CILINCING DAN KELURAHAN MARUNDA,
KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Menetapkan lokasi pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Prick
Timur Baru/New Priok Eastern Access (N PEA) seluas = 319.654,68 m?
(lebih kurang tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima
puluh empat koma enam delapan meter persegi) di Kelurahan
Cilincing dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota
Administrasi Jakarta Utara, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kelurahan Cilincing seluas + 254.750,94 m? {lebih kurang dua
ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh koma
sembilan empat meter persegi); dan

b. Kelurahan Marunda secluas = 64.903,74 m? {lebih kurang
enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga koma tujuh empat

meter persegi),

sesuai peta Nomor 28/U/PR/DCKTRP/V/2023 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur
ini dibebankan pada anggaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2023
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Sekretaris Daerah Provinsi DK} Jakarta

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia {Persero)
Asisten Pemerintahan Sekda Provinst DKI Jakarta
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda

Provinsi DKI Jakarta

n

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi DKI Jakarta
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Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Provinst DKI Jakarta

. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan

Perikanan Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta

Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi DKI Jakarta

Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Jakarta Utara

Camat Kecamatan Cilincing

Lurah Kelurahan Cilincing

Lurah Kelurahan Marunda
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NEW PRIOK EASTERN ACCESS (NPEA)
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KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKAFITA UTARA
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